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Abstract

This research is intended to know about accountability in the relation between amil of LAZ, that is the chief
of zakah distribution and the leader of LAZ. The research is conducted at five registered lembaga amil zakat
(LAZ) in Bandung. The research is descriptive explorative survey and uses quantitave approach. The data
analysis uses the Pearson Product Moment correlation coefficient. All hypothesis testing of the statements
result in nonzero value of the Pearson Product Moment correlation coefficient. It can be concluded primarily
that orientation of LAZ amil toward socioeconomic value of zakah utilization and leader policy are highly

correlated by the amount of 0,9092.
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PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat telah memberikan suatu
landasan hukum bagi terbentuknya badan amil
zakat (BAZ) yang bersifat semipemerintah dan
lembaga amil zakat (LAZ) yang bersifat swasta
Pendirian kedua lembaga tersebut dimaksudkan
sebagal suatu pendorong agar kewajiban zakat
semakin optimal ditunaikan oleh orang yang
memiliki kewajiban tersebut atau disebut juga
sebagai muzakki.

Badan amil zakat (BAZ) merupakan
lembaga zakat yang dikembangkan dengan
mengambil pendekatan struktural, yaitu dengan
melibatkan pemerintah, dan begitu pula dengan
gaya pengelolaannya. Lembaga amil zakat
(LAZ), di sis lain dimaksudkan untuk ber-
kembang sesuai dengan kekuatannya sendiri.
Unsur independenss dan kreativitas pen-
dayagunaan dana zakat menjadi dasar penge-
lolaannya untuk memenuhi kebutuhan masya-
rakat muslim, terutama aspek lokalitas dan
kebutuhan khusus, seperti pelayanan umum
masyarakat dalam bidang kemasyarakatan,
pendidikan dan ekonomi.

Pendekatan semacam ini jelas me-
nimbulkan suatu keragaman dalam tujuan,
sasaran, lingkup kerja, visi dan misi tiap LAZ.
Setiap LAZ bisa melakukan penetapan dan
pengembangan  program  penarikan  dan

pendistribusian zakat secara berbeda. Namun,
menurut beberapa cendekiawan muslim, secara
teroritis, standar umum yang harus dimiliki
setigp LAZ adalah adanya suatu komitmen
bahwa LAZ harus dikelola secara profesional
dan beretika syari’ah dengan meyakini dalam
diri bahwa dana zakat adal ah suatu amanah.

Amanah, atau kepercayaan apabila
ditinjau dari sudut pandang kausdlitas,
menyebabkan orang yang diberi amanah
memiliki suatu beban atau kewajiban berupa
tanggung jawab (responsibility). Tanggung
jawab memberi suatu kekuatan kepada yang
diberi amanah suatu otoritas atau kewenangan
untuk memanfaatkan sesuatu yang dipercaya-
kan sesua dengan kesepakatan atau aturan
tertentu.

Kewenangan berjalan secara menurun
dalam suatu hirarki organisasi dari kewenangan
dengan bobot terbesar kepada yang terkecil, dan
ini paralel dengan posis pemilik kewenangan
dalam organisasi. Meskipun kewenangan
didelegasikan, namun tanggung jawab tetap
melekat kepada tingkat yang amanah-nya lebih
tinggi. Pimpinan tidak akan lepas tanggung
jawabnya dari setiap tindakan yang dilakukan
anak buahnya. Agar anak buah bisa
dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan
keinginan pimpinan maka anak buah akan
dimintai suatu akuntabilitas, terutama laporan
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atas setiap kegiatan baik tertulis maupun tidak
tertulis.

Akuntabilitas (accountability), menurut
Hammer (2001; 5) dadam bukunya cost
accounting, pada tataran bukti fisik akan
melibatkan pelaporan (reporting) seluruh ha
yang diotorisasikan kepada pihak dengan
otoritas di atasnya. Akuntabilitas atau per-
tanggungjawaban merupakan suatu konsep
yang memungkinkan terjadinya pengukuran
ketercapaian bawahan dalam mencapai tujuan
yang ditetapkan organisasi.

Sesuai dengan konsep LAZ sebagai suatu
organisas pengelola zakat yang bersifat swasta,
maka keberadaan lembaga, sesuai dengan
postulat going concern, keberlangsungannya
akan tergantung kepada keamanahan dalam
pemanfaatan dana zakat. Keamanahan akan
bisa mencuri perhatian para muzakki untuk
menitipkan zakatnya di suatu LAZ. Penelitian
dan pengkgian karena itu dipandang sangat
penting dan bisa diprioritaskan di wilayah
pendayagunaan atau pemanfaatan zakat ini.

Daam akuntans Islam, terutama
menyangkut aspek social reporting untuk tema
akuntabilitas terhadap masyarakat, informasi
keluar masuknya dana zakat bisa diketahui
muzakki melalui  laporan sumber dan
penggunaan dana zakat. Isi laporannya, yang
paling utama, adalah tentang jumlah dana yang
diterima dan yang disalurkan, dan kepada
pihak-pihak mana saja dana tersebut disalurkan,
dan berapa nominal angka penyaluran dana
zakatnya. Jadi laporan ini dinyatakan dalam
ukuran moneter untuk suatu periode pelaporan
tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana
zakat merupakan cermin dari perilaku Kepala
Pendistribusian Zakat. Kebiasaannya dalam
jangka panjang akan tercermin dalam kebiasaan
pengal okasian dana untuk mustahiq yang ada.

Kebiasaan atau kecenderungan dalam
berperilaku dalam ilmu psikologi sosial dan
aspek perilaku dalam akuntansi disebut sebagai
orientasi. Orientass memiliki dua aspek
pendukung yaitu skap dan atraksi. Sikap
merupakan suatu orientasi terhadap objek,
sedangkan atraksi merupakan orientas terhadap
orang.

Tujuan dan sasaran zakat, dengan
demikian menjadi norma moralitas perilaku etis
pendistribusian zakat. Tujuan dan sasaran ini
mengandung nilai sosial dan  ekonomi.
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Akuntabilitas dalam tataran intern LAZ, dengan
demikian bisa dilihat sebagai akuntabilitas
Kepala Pendstribusian Zakat terhadap Pimpinan
LAZ. Akuntabilitas pimpinan LAZ seterusnya
adalah terhadap Muzakki dan Dewan Penasihat.
Dalam hal ini seharusnya terdapat keselarasan
hubungan diantara perilaku yang biasa
dilakukan Kepala Pendistribusian Zakat dengan
Pimpinan LAZ untuk mencerminkan kepatuhan
LAZ secara umum terhadap Syari’ah terutama
terkandungnya nilai sosial ekonomi dalam
zakat.

Pdlaku Kepala Pendistribusian Zakat
dapat diwakili oleh Orientas Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosia Ekonomi Pemanfaatan
Zakat, sedangkan perilaku pimpinan diwakili
oleh kebiasaan perilakunya yang tercermin
dalam kebiasaan perilaku organisas yang
bersifat umum dan luas yang disebut Kebijakan
(policy). Pimpinan LAZ. Namun apakah kedua
aspek ini  memang berhubungan, perlu
pengkajian khusus.

Pengkajian atas permasalahan di atas bisa
diwujudkan dengan melakukan suatu penelitian
yang bersifat descriptive explorative, dan
pengukuran nilai hubungan secara presis
dengan dibantu oleh angka sehingga model
penelitiannya bersifat quantitative research.

Aspek perilaku yang akan digunakan
sebagai grand theory untuk  mengkgji
permasalahan di atas yaitu aspek orientas,
sikap dan atraksi yang dibahas di psikologi
sosial dan aspek perilaku dalam akuntansi,
dengan menggunakan teori utama aspek
perilaku dalam akuntansi yaitu Teori Newcomb
tentang balance. Teori ini sama dengan Teori
Heider tentang consistency. (Siegel; 1989)

Tinjauan khusus dalam pendistribusian
zakat yang bernuansa Islam, menjadikan
penelitian harus melibatkan akuntansi sosia
ekonomi dan teori akuntans tentang agency
theory dalam perspektif syari’ah menyangkut
ke-amanah-an atas dana yang dititipkan, serta
bidang-bidang ilmu lainnya, terutama yang
membahas aspek kemiskinan, ekonomi Islam,
dan social work.

Pengkgjian dalam penelitian ini akan
sangat bermanfaat dalam bidang akuntans
untuk pengelolaan dana zakat di lembaga amil
zakat, yaitu dalam aspek pembahasan
akuntabilitas dalam akuntansi Islam, terutama

perspektif social reporting.
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Rumusan M asalah dan Kontribusi

Dengan mengacu kepada identifikasi masalah

pada bagian latar belakang masalah di atas, bisa

dibuat suatu perumusan masalah sebagai
berikut:

1. Apakah terdapat hubungan diantara Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nila Sosad
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Orientas Pengurus LAZ Terhadap Nilai
Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat?

2. Apakah terdapat hubungan diantara Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nila Sosal
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Kehijakan Pimpinan?

3. Apakah terdapat hubungan diantara Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nila Sosd
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan?

4. Apakah terdapat hubungan diantara Atraks
Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan
Orientas Pengurus LAZ Terhadap Nilai
Sosia Ekonomi Pemanfaatan Zakat?

5. Apakah ada hubungan diantara Atraksi
Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan
Kehijakan Pimpina?

6. Apakah ada hubungan diantara Orientas
Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Kebijakan Pimpinan?

Kajian ini bisa memberikan pengetahuan
mengenal analisis pemanfaatan zakat terutama
akuntabilitas perilaku pendistribusian yang
bertanggung jawab, yang dikaji oleh akuntans
sosial  ekonomi dalam perspektif Islam,
terutama aspek cara pandangnya atau disebut
juga Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai
Sosid Ekonomi Pemanfaatan Zakat Kajian ini
pada akhirnya bisa memberikan masukan
kepada bidangsocial reporting dalam akuntansi
Islam.

Secara praktis bisa memberikan penge-
tahuan baru kepada para amil di berbagai LAZ,
dan juga muzakki mengenai dasar atau landasan
teoritis yang mendasari akuntabilitas pendis-
tribusian zakat kepada muzakki, dan sgauh-
mana efektivitas lembaga dalam menyalurkan
zakat, serta penggunaan pengetahuan baru ini
dalam hal pengukuran akuntabilitas LAZ.

KAJIAN PUSTAKA
Akuntans untuk Lembaga Amil Zakat

Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 adalah harta yang
waib disshkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai
dengan ketentuan agama untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya (UU No.
33/1999). Zakat, secara etimologis, menurut
para ahli fikih mengandung dua unsur yaitu
membersihkan (purification) dan menumbuh-
kan (growth). (Qardawi, 1999).

Aspek membersihkan, dalam definisi di
atas, menurut pandangan ekonomi makro Islam
menyangkut pendistribusian zakat dari orang
kaya kepada kaum miskin dan yang
membutuhkan, sehingga ini merupakan suatu
kegiatan pendistribusian (distribution) pen-
dapatan (Mulya E. Siregar, 1999).

Agar zakat dan pendistribusiannya dari
orang yang menunaikan, yang disebut muzakki,
kepada yang berhak menerima, disebut
mustahiqg, bermanfaat, maka kegiatan ini harus
diterapkan dalam suatu institus zakat. Institus
ini, menurut para ahli figh (hukum Islam), harus
diserahkan kepada pemerintah, karena me-
nyangkut hajat hidup orang banyak. Namun,
pada zaman Kekhalifahan Mu’awiyyah terjadi
liberdisas zakat yaitu dengan memberikan hak
pengelolaan zakat kepada pihak swasta.
(Abdullah Zaky Kaaf, 1997).

Semua kebijakan tentang zakat dan
ingtitusionalisasi zakat ini secara garis besar
terangkum dalam Undang-Undang Pemerintah
Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur
Jendera Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di
atas, diakui adanya dua jenis organisas
pengelola zakat yaitu:

1. Badan amil zakat yaitu organisasi pengelola
zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan

2. Lembaga amil zakat, yaitu organisas
pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk
oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh
Pemerintah.

Khusus untuk LAZ, terdapat persyaratan-
persyaratan sebagai berikut:
1. Aktapendirian (berbadan hukum)
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Data muzakki dan mustahik

Data susunan pengurus

Rencana program kerja jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang.

5. Neraca atau laporan posis keuangan
diantaranya laporan sumber dan pengguna-
an dana zakat.

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

pWD

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh
pemerintah saja, dalam hal ini dikeluarkan oleh
Departemen Agama Republik Indonesia, yang
diakui bukti setoran zakatnya sebagai faktor
pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki
yang membayarkan dananya.

Akuntabilitas dan Pelaporan di Lembaga
Amil Zakat

Akuntabilitas  menurut  Triyuwono  dan
Roekhudin (2001) sebetulnyatimbul dari logika
atas adanya hubungan diantara agent (mana-
jemen) dan principal (pemilik) (agent-principal
relationship). Principal dalam hal ini memberi-
kan kewenangan penuh pada agent untuk me-
lakukan aktivitas operasional organisas. Se-
bagai konsekwensi atas wewenang ini, maka
agent harus mempertanggungjawabkan aktivi-
tasnya terhadap principal. Hal ini sesuai dengan
The CCA proposas, “Accountability is the
requirement to explain and accept respon-
sibility for carrying out an assigned mandate in
light of agreed upon expectations’ .

Secara internal organisasi, penetapan
mekanisme pemeriksaan penting dilakukan
untuk memastikan bahwa apa yang telah
dilakukan oleh agent benar-benar dapat
dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan,
demikian pula untuk memastikan bahwa
pengelolaan LAZ dilakukan secara profesional.
Pengelolaan yang profesional ini, pada
gilirannya akan mempunyai dampak positif
terhadap kepercayaan masyarakat atas LAZ.

Agen yang terlibat dalam pemanfaatan
dana zakat meliputi:

1. Pimpinan LAZ, yang memiliki peran utama
untuk memberikan arahan pokok pihak-
pihak yang akan menerima zakat, dan juga
tujuan tujuan diberikannya zakat kepada
mereka. (Hertanto, 2001)

2. Kepda Pendistribusan Zakat, yang
memiliki peran untuk menyalurkan dan
memanfaatkan dana zakat bagi pihak-pihak
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yang membutuhkan dengan besaran alokas
yang diambil dari informasi pihak mar-
keting dengan mengacu kepada kebijakan
pimpinan.

Agent-principal  relationship  dalam
konteks LAZ, dengan demikian, lebih luas dan
kompleks daripada untuk entitas bisnis.
Keluasan ini terletak pada pengertian principal,
atau siapa yang sebetulnya menjadi pemilik dari
organisasi LAZ ini.

Dalam pengertian umum, principal
adalah pemegang saham  (stockholders).
Sedangkan principal dalam konteks LAZ terdiri
atas: (1) muzakki, (2) dewan penasihat, dan (3)
Tuhan. Ini berarti mangjemen (agent) harus
bertanggung jawab atas penggunaan sumber
daya kepada ketiga pihak di atas.

Aspek-Aspek Perilaku dalam Akuntans
LAZ

Orientas dikategorikan dalam aspek kateksis
dan kognitif. Aspek kateksis mengacu kepada
kecenderungan menghindari-mendekati (yang
menyangkut emos dan dorongan), sehingga
orientasi bervarias dadam tanda (arah) dan
kekuatannya. Aspek kognitif mengacu kepada
pengurutan, penstrukturan atribut-atribut objek
orientasi.

Sikap diukur daam dimensi menyukai
(favorable) dan tidak menyuka (unfavorable),
sedangkan atraksi dalam dimensi positive atau
negative. Evaluas positif mengandung arti
bahwa dipersepsikan ada ciri-ciri sikap yang
sama yang dimiliki seseorang menurut
pandangan orang yang dijadikan acuan dalam
sistem individu tersebut, dan sebaliknya untuk
evaluas negatif. Sistem kelompok tidak akan
dibahas di penditian ini, sehingga tidak
memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Tujuan di atas bisatercermin dari jumlah
dana zakat yang dibelanjakan. Karena jumlah
danaini harus disesuaikan dengan sasaran yang
ada, maka orientasi, secara konatif (perilaku),
bisa tercermin dalam propors alokasi dana
zakat untuk tiap mustahiq zakat. Proporsi ini,
secara kateksis, memiliki kecenderungan untuk
membesar atau mengecil.

Dimensi dan indikator untuk sikap
terhadap nilai sosia ekonomi pendistribusian
zakat dengan demikian adalah:
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1. Mengangkat dergjat fakir miskin. Tujuan
ini menyangkut pemenuhan kebutuhan
dengan motif untuk menaikkan harkat dan
martabat fakir miskin, dengan memberikan
bantuan yang secara umum bersifat segera.

Indikator-indikator dimensi ini adalah
(Brieland, 1975):
a) Pemenuhan kebutuhan  sandang,

pangan, papan, dan kesehatan warga
miskin bersifat urgen atau tidak.

b) Pelayanan umum warga miskin, seperti
ambulan, khitanan masal, pengobatan
gratis, dan pernikahan gratis, bersifat
perlu ada atau tidak.

¢) Pemberian beasiswa pendidikan untuk
warga miskin, bersifat penting atau
tidak.

2. Membantu memecahkan masalah para
gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya.
Tujuan ini menyangkut motif-motif yang
bersfat menengah atau tidak menentu.
Indikator-indikatornya adalah (Brieland,
1975):

a) Memberikan bantuan pelunasan hutang,
bersifat insdentil atau tidak.

b) Memberikan bantuan kepada anak-anak
telantar, bersifat sekedarnya atau
sepenuhnya.

¢) Memberikan bantuan korban bencana
alam, bersifat bisa diakses atau tidak.

d) Memberikan beasiswa para pelgar
yang kekurangan bekal, bersifat layak
atau tidak.

3. Sarana pemerataan pendapatan  untuk
mencapai keadilan sosial. Tujuan ini
menyangkut motif-motif yang bersifat
pengayaan. Indikator-indikatornya adalah
(Brieland, 1975):

a) Jenis bantuan pemenuhan kebutuhan
bisabersifat atau produktif konsumtif.

b) Memberikan bantuan modal bergulir
bersifat permanen atau temporer.

¢) Memberikan pelatihan tenaga kerja
bersifat bisa berhasil atau bukan tidak.

Pengukuran atas variabel atraksi, dengan
mengacu kepada teori Newcomb tentang
balance, dan teori-teori selanjutnya yang
bersfat melengkapi, yang dituturkan Byrne
(Baron, 1997), bisa dinyatakan sebagai
menyangkut hal-hal berikut ini:

1. Persepsi atas kesamaan sikap, yaitu bahwa
semakian besar propors kesamaan sikap

pendistribusian zakat yang dimiliki pimpin-
an dengan kepala bagian pendistribusian
zakat, maka kepala bagian pendistribusian
zakat akan semakin menyukai pimpinan-
nya.

2. BEvauas positif timbal balik yang me-
nyatakan sejauhmana tingkat menyukai
diantara pimpinan dengan kepala pendistri-
busian zakat berdasarkan kepada sgauh-
mana evaluasi positif yang diberikan
pimpinan kepada kepala bagian pendistri-
busian zakat, yang meliputi hal-hal berikut:
a) Kepercayaan atas sikap pendistribusian

zakat
b) Pujian atau apresiasi positif atas kinerja
pendistribusian zakat.

¢) Umpan bdik postif atas kinerja
pendistribusian zakat.
KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

Secara tradisonal, zakat pada umumnya
diartikan sebagai suatu kewagjiban agama yang
melibatkan hubungan antara pembayar zakat
(muzakki) dan penerima zakat (mustahig).
Pengertian ini, menurut pengamatan Abdullah
(dalam Iwan Triyuwono, 2000) sangat personal
dalam arti bahwa muzakki cukup membayar
zakat secara langsung kepada mustahiq yang
dipilihnya, misalnya kepada anak yatim, fakir
miskin, guru agama dan ulama (Abdullah,
dalam Iwan Triyuwono, 2000). Daam
pengertian semacam ini zakat tidak dapat
memberikan efek sosial ekonomi yang besar
bagi masyarakat secara umum (Iwan
Triyuwono, 2000). Zakat dengan demikian
bersifat tidak komunal (Abdullah, dalam Iwan
Triyuwono, 2000). Hd ini terjadi karena secara
teleologis zakat memang diartikan sebagai
ibadah personal, bukan ibadah yang sifatnya
melibatkan banyak orang (komunal).

Sistem modern, dengan jalan menginsti-
tusikan zakat, kemudian mulai dikembangkan
sgjak tahun 1968, vyaitu ketika Presiden
Soeharto mengajak masyarakat Muslim untuk
mengefektifkan pemanfaatan dana zakat guna
membantu pembangunan nasional (Abdullah,
1991, 51; Bazis DKI Jakarta 1987, dalam Iwan
Triyuwono 2000).

Peristiva  lahirnya  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
tentang pengelolaan zakat, menjadi salah satu



bentuk kepedulian pemerintah selanjutnya dan
merupakan tonggak penting dalam menyem-
purnakan sistem pengelolaan zakat tersebut se-
hingga bisa mengatasi aspek komunalitas zakat.

Selain mengatur tentang zakat itu sendiri,
secara umum undang-undang tersebut juga
mengatur tentang para pengelola zakat, atau
amil, baik yang masih berada di dalam naungan
pemerintah  (BAZIS) maupun mengenai
institus pengelola zakat yang bersifat swasta
yaitu lembaga amil zakat (LAZ).

Badan amil zakat (BAZ) merupakan
lembaga zakat yang dikembangkan dengan
mengambil pendekatan struktural, yaitu dengan
melibatkan pemerintah, dan begitu pula dengan
gaya pengelolaannya. Pada beberapa tahun ke
belakang pendekatan semacam ini memiliki
kesan yang tidak bak di pandangan
masyarakat, karena ada kekhawatiran dengan
pengelolaan yang tidak profesional, dana zakat
yang terkumpul tidak disalurkan dengan tepat
sasaran, di samping ada hal-hal lain yang tidak
bisa diselesaikan melalui lembaga berstruktur
semi  pemerintah, misalnya, bantuan korban
bencana alam dan hal-hal lain yang diderita
warga muslim yang membutuhkan Kketer-
segeraan dalam penyel esaiannya.

Kepercayaan, karena itu menjadi modal
utama ingtituss LAZ dalam mempertahankan
eksistensinya sebagai salah satu lembaga
pendistribusi dana zakat yang dapat diandalkan
daam  struktur  perekonomian  nasional.
Kepercayaan bias tumbuh apabila lembaga bisa
mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam
memanfaatkan dana zakat secara tepat sasaran.

Ketepatan pendistribusian zakat tidak
terlepas dari dua pengertian dari zakat, yaitu
membersihkan harta kaum kaya, atau muzakki,
untuk kemudian diberikan kepada yang mem-
butuhkan, atau mustahig, dan dengan maksud
untuk menumbuhkannya agar mereka bisa ber-
tahan hidup dan mempunyai penghidupan
(Qardawi 1999). Mursyidi (2003) menambah-
kan bahwa mustahiq diharapkan nantinya akan
menjadi muzakki.

Kedua pengertian di atas dipecah men-
jadi suatu nilai yang dituju dalam zakat dan
karena itu dikatakan sebagai suatu tujuan sosial
ekonomi pendistribusian zakat. Adapun pihak-
pihak yang diperkenankan menerima zakat oleh
syari’ah (hukum Ilam) yang terdiri atas dela-
pan golongan atau ashnaf menjadi suatu sasaran
sosial ekonomi pendistribusian zakat.
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Aspek akuntabilitas atau pertanggung
jawaban agent atau amil pada suatu lembaga
amil zakat, sebagaimana hasil temuan lwan
Triyuwono dan Roekhudin (2001), terdiri atas
tiga tingkatan yaitu kepada muzakki, dewan
penasihat dan Tuhan. Ketiga level akuntabilitas
ini, dari sudut pandang amil bersifat tidak lang-
sung, karena itu akuntabilitasnya dicerminkan
oleh pendistribusian yang tepat sasaran. (lwan
Triyuwono, 2000)

Akuntabilitas di daam lembaga amil
zakat sendiri bersifat langsung, dan memiliki
hirarki yang dicerminkan dengan suatu struktur
akuntabilitas bahwa pihak pengelola di bawah
pimpinan lembaga yaitu kepala bagian atau
fungs pendistribusian zakat berrtanggung
jawab secara langsung kepada pimpinan.

Akuntabilitas merupakan suatu proses
psikologis dan moralitas kepal a pendistribusian,
yang hal ini berlangsung di dalam diri. Apabila
proses ini berkecenderungan lama, maka menu-
rut psikologi sosial disebut sebagai orientas.
Orientas ini mengandung nilai yang berada di
sekitar tujuan-tujuan bersifat sosial ekonomi,
sehingga bisa dikatakan sebagai orientas ter-
hadap nilai sosial ekonomi.

Orientasi, menurut Newcomb (1978),
merupakan kebiasaan kateks atau kognitif
seseorang dalam mengaitkan dirinya dengan
yang lain dan objek-objek di sekitarnya. Orien-
tas atas orang disebut atraksi dan terhadap
objek disebut sikap.

Bila dihubungkan dengan zakat, maka
Orientas Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosia
Ekonomi Pemanfaatan Zakat menyangkut pro-
porsi, atau alokasi dana zakat yang telah
disalurkan untuk memenuhi objek tujuan dan
sasaran sosial ekonomi,.

Perilaku pendistribusian zakat tadi me-
rupakan suatu proses di dalam diri yang tidak
sgja terjadi akibat pengolahan struktur kognitif
di dalam diri, tapi juga sebaga akibat interaks
akuntabilitas secara lahir dengan pimpinan
LAZ.

Atraksi yang bernilai sosia ekonomi ini
diukur melalui proporsi kesamaan sikap yang
terjadi, serta evaluas positif yang diberikan
pimpinan kepada kepal a pendistribusian zakat.

Orientas Pengurus LAZ Terhadap Nila
Sosid Ekonomi Pemanfaatan Zakat dalam
mendistribusikan dana zakat lembaga merupa
kan suatu hasil interaksi diantara sikap, dan
atraksi kepala pendistribusian zakat dengan
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keputusan-keputusan  pendistribusian  zakat
yang dikeluarkan pimpinan LAZ, maka kedua
variabel ini seharusnya berhubungan.

Hubungan yang terjadi, secara teoritis,
bisa dilihat sebagai memiliki empat kemung-
kinan. Yang pertama, kebijakan pimpinan pada
kenyataannya memiliki nilai sosial ekonomi
misalnya, akuntabel kepada publik (muzakki,
dan dewan penasihat) atau dapat diper-
tanggungjawabkan kepada publik, sedangkan
perilaku kepala bagian pendistribusian dalam
mendistribuskan dana zakat tidak bernilai
sosial ekonomi yaitu karena adanya ketidak-
sepahaman dalam sikap, maka nilai hubungan-
nya akan kecil dan mendekati nol. Yang kedua,
kebijakan pimpinan pada kenyataannya tidak
memiliki nilai sosial ekonomi, namun perilaku
kepala bagian pendistribusian zakat dalam
mendistribusikan dana zakat bernilai sosial
ekonomi, juga akan menghasilkan nilai numerik
hubungan yang kecil atau mendekati nol. Yang
ketiga, kebijakan pimpinan bernilai sosial eko-
nomi, dan perilaku pendistribusian zakat kepaa
bagian pada kenyataannya bernilai sosa
ekonomi, maka nilai numerik hubungan akan
besar. Yang keempat, kebijakan pimpinan pada
kenyataannyatidak bernilai sosia ekonomi, dan
perilaku pendistribusian zakat kepala bagian
juga tidak tidak bernilai sosia ekonomi, maka
hubungannya akan memiliki nilai numerik
besar.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Tidak terdapat hubungan diantara Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Orientas Pengurus LAZ terhadap Nilai
Sosia Ekonomi Pemanfaatan Zakat
Terdapat hubungan diantara Sikap Pe-
ngurus LAZ terhadap Nilai Sosia Eko-
nomi Pemanfaatan Zakat dengan Orien-
tas Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosal
Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Tidak terdapat hubungan diantara Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Ke-
bijakan Pimpinan

Terdapat hubungan diantara Sikap Pengu-
rus LAZ terhadap Nila Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan
Pimpinan

Tidak terdapat hubungan diantara Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan

H01:

HA]_:

H02 .

HA,:

H03:

Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pim-
pinan.

Terdapat hubungan diantara Sikap Pengu-
rus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dengan Atraks
Pegurus LAZ terhadap Pimpinan

Tidak terdapat hubungan diantara Atraksi
Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan
Orientas Pengurus LAZ terhadap Nilai
Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
Terdapat hubungan diantara Atraks
Pegurus LAZ terhadap Pimpinan dengan
Orientas Pengurus LAZ terhadap Nilai
Sosia Ekonomi Pemanfaatan Zakat
Tidak terdapat hubungan diantara Atraks
Pengurus LAZ terhadap Pimpinan dengan
Kebijakan Pimpinan

Terdapat hubungan diantara Atraks
Pegurus LAZ terhadap Pimpinan dengan
Kebijakan Pimpinan

Tidak terdapat hubungan diantara Orien-
tas Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Kehijakan Pimpinan

Terdapat hubungan diantara Orientas
Pengurus LAZ Terhadap Nila Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Kehijakan Pimpinan

HA3:

HO4:

HA4:

H05:

HA5:

H06:

HAe:

METODE PENELITIAN
Subjek dan Objek Penlitian

Subjek penelitian ini adalah para pengelola
LAZ yang berhubungan dengan pendistribusian
zakat, yaitu pimpinan LAZ dan pengurus LAZ
yaitu kepala bagian pendistribusian zakat.
Sknjutnya, yang menjadi objek penelitian

adalah Orientasi dan Sikap Pengurus LAZ ter-
hadap Nila Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Zakat, Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pim-
pinan, dan K ebijakan Pimpinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode survei. Pengertian pendlitian
survei adalah “penelitian yang mengambil
sampel dari suatu populasi dan menggunakan
kuesioner sebagal alat pengumpulan data yang
pokok” (Suharsimi, 1998). Adapun jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian
deskriptif eksplorasi (descriptive-exploration
research) karena bertujuan untuk menggambar-
kan keadaan yang sedang terjadi dan berusaha
menggali secara lebih mendalam fisibilitas
(feasibility) permasalahan untuk pengkajian
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lebih lanjut mengenai metode yang bisa
digunakan untuk meneliti aspek perilaku dalam
pengelolaan zakat terutama aspek pendistri-
busian zakat pada penditian-penelitian se-
lanjutnya. (Babbie, 1998)

Variabe Penelitian

Variabel bisa dibagi berdasarkan statusnya
menjadi variabel penyebab (X) atau variabel
bebas (independent variable) dan variabel
akibat (Z) atau variabel terikat (dependent vari-
able) serta variabel pengganggu (intervening
variable) Y. (Burns, 2000). Dalam penelitian
ini, yang menjadi variabel bebas adalah Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dan Atraksi Pengurus LAZ
terhadap Pimpinan. Variabel pengganggunya
adalah Orientasi Pengurus LAZ terhadap Nilai
Sosia Ekonomi Pemanfaatan Zakat, sedangkan
variabel terikatnya adalah K ebijakan Pimpinan.

Variabel bebas atau (X) terdiri atas dua
variabel yaitu:

1. Vaiabel Skap Pengurus LAZ terhadap
Nila Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
(X1)

2. Variabel Atraksi Pengurus LAZ terhadap
Pimpinan (X»)

Operasionalisasi Variabel

Seperti  telah disebutkan di  atas definis
operasional variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosia
Ekonomi Pemanfaatan Zakat (X;), yaitu
cara aau pandangan untuk menujukan
perilakunya baik yang bersifat kateksis
maupun kognitif yang biasa dipergunakan
individu dalam mengaitkan dirinya dengan
tujuan-tujuan yang berada di sekitar nilai
sosial  ekonomi dalam pendistribusian
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zakat. (dimodifikasi dari Newcomb, 1978;
Shaw 1986; Siegel, 1989).

2. Atraks Pengurus LAZ terhadap Pimpinan
(Xy), addah sebagai ketertarikan seorang
kepala bagian pendistribusian zakat kepada
pimpinan LAZ karena persepsinya bahwa
sikap terhadap tujuan-tujuan pendistri-
busian zakat yang dimiliki pimpinan LAZ
ddam mendistribusikan zakat sama
dengannya. (dimodifikasi dari Newcomb,
1978; Shaw, 1986;Siegel, 1989).

3. Orientas Pengurus LAZ Terhadap Nilai
Sosiad Ekonomi Pemanfaatan Zakat (2)
didefiniskan sebagai cara atau pandangan
untuk menujukan perilakunya baik yang
bersifat kateksis maupun kognitif yang
biasa dipergunakan individu dalam meng-
aitkan dirinya dengan sasaran dan tujuan
yang berada di skeitar nilai sosial ekonomi
zakat. (Newcomb, 1978; Shaw 1986;
Siegel, 1989)

4. Kebijakan Pimpinan (Z) sebagai variabel
terikat (Dependent Variabel), adalah kepu-
tusan atau abstraksi pimpinan LAZ yang
bersfat umum dalam hal pendistribusian
zakat kepada mustahig (dimodifikasi dari
Katz, 1966; Siegel, 1989).

Populas

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
(Suharsimi, 1998). Dalam penelitian ini, popu-
lasinya adalah pengelola LAZ di Kota Ban-
dung. Secarta Nasional pengelola LAZ ber-
naung di bawah 17 LAZ (www. BAZ.or.id.,
2004) . Sekitar 42 % memiliki perwakilan di
Jawa Barat yaitu berjumlah 4 lembaga dan
semuanya berpusat di Bandung. Besarnya per-
sentase tersebut membuktikan besarnya potens
zakat di Jawa Barat. Permasalahan zakat karena
itu bisa diteliti secara sepintas, khususnya
Bandung.

Tabel 1. Nama-Nama LAZ Terregistras di Kota Bandung

No NamaLAZ Alamat

1 Rumah Zakat Indonesia DSUQ Bandung JI. Turangga 33 Bandung 40263

2 LWZ Saman ITB Masjid Salman, Jalan Ganesha 10 Bandung
3 Dompet Dhu’ afa Bandung Jl. Pasirkaliki 143 Lt |1, Bandung

PKPU
4 Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid

Jl. Subang No. 64 Antapani
Ponpes Darut Tauhid, J. Geger Kalong Hilir
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Dari 4 buah LAZ Nasona di atas, 2
buah LAZ mewakili ormas tertentu yaitu
Muhammadiyyah dan Persis, sedangkan lima
buah lainnya murni dikelola secara mandiri dan
independen. Data, yang sesuai dengan tujuan
penelitian karena itu kelima buah LAZ tersebut
yang datanya dicantumkan di bawah ini. Karena
data yang diambil merupakan keseluruhan dari
subjek yang dikaji maka penelitian ini bersifat
sensus. (Babbie, 1998)

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
bersfat data primer. Data primer adalah data
yang merupakan hasil penelitian Iapangan
secara langsung diperoleh dari responden yang
termasuk dalam penelitian. Pengumpulan data
melalui penelitian lapangan dilakukan dengan
menggunakan kuesioner. Kuesioner sendiri
adalah suatu kumpulan pertanyaan atau
pernyataan yang akan diisi oleh responden
mengenai sikap mereka atas pertanyaan atau
pernyataan tersebut. (Suharsimi, 1998).

Instrumen Pengambilan Data

Kuesioner yang dikirimkan kepada responden
merupakan kuesioner yang beris instrumen-
instrumen yang belum pernah digunakan dalam
penelitian-penelitian  sebelumnya,  karena
penelitian di bisang ini masih banyak yang
merupakan hasi| dari kajian-kajian dan serpihan
penelitian-penelitian, maka kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini perlu ditetapkan
dulu alat ukurnya, sebagaimana dijelaskan di
bawah ini:

Alat ukur variabel sikap pengurus LAZ ter-
hadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat

Variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai
Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat akan diukur
dengan menggunakan alat ukur semantic differ-
entials (Mueller, 1986) dengan menggunakan
skala Ordina (Babbie, 1998) untuk mengukur
makna positif (nilai 7) dan mengukur makna
negatif (1). Pengacakan sis kiri dan kanan
digunakan untuk mengatasi efek hello. Jumlah
butir pertanyaan yang akan digunakan adalah
satu butir untuk tiap indikator.

Aspek evaluas favourable dan unfavour-
able kepala bagian pendistribusian zakat akan
ditujukan kepada bentuk-bentuk pendistribusian

zakat yang biasa dilakukan lembaga amil zakat.
Informasi ini diambil dari buletin-buletin yang
dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut. Kue-
sionernya berbentuk matriks.

Alat ukur variabel atraksi pengurus LAZ ter-
hadap pimpinan

Variabel Atraksi Kepaa Pendistribusian Zakat
terhadap Pimpinan akan diukur dengan meng-
gunakan alat ukur semantic differentials dengan
menggunakan skala Ordinal (Cooper, 1996)
untuk mengukur makna positif (nilai 7) dan
mengukur makna negatif (1). Pengacakan sis
kiri dan kanan digunakan untuk mengatasi efek
hello Jumlah butir pertanyaan yang akan
digunakan adalah satu butir untuk tiap indi-
kator.

Alat ukur variabel orientasi pengurus LAZ
terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan
zakat

Variabel Orientasi Pengurus LAZ Terhadap
Nilai Sosa Ekonomi Pemanfaatan Zakatakan
diukur dengan menggunakan alat ukur graphic
rating scale dengan menggunakan skala rasio
(Cooper, 1996) untuk mengukur besaran
pengalokasian tertinggi atau sisi kanan (100%)
dan yang terendah atau sisi kiri (0%). Skor per-
sentase diambil dengan alat ukur penggaris dan
diukur dengan menggunakan satuan millimeter
(mm) yang ditetapkan dari nilai terendah.
Jumlah butir pertanyaan yang akan digunakan
adalah satu butir untuk tiap indikator.

Alat ukur variabel kebijakan pimpinan

Variabel kebijakan pendistribusian  zakat
pengelola LAZ akan diukur dengan meng-
gunakan alat ukur semantic differentials dengan
menggunakan skala ordina yang merentang
dari sisi favorable atau positif (nilai 7) sampai
sis unfavorable atau negatif (1) (Cooper, 1996;
Babbie, 1998). dengan menggunakan acuan
konsep memberi kehidupan yaitu dari konsum-
tif ke produktif (Qordowi, 1999). Jumlah butir
pertanyaan adalah satu butir untuk tiap indika-
tor, dan bentuknya hanya berupa pemilihan
dalam kontinum diantara dua makna agar tidak
terjadi bias.



Teknik Pengujian Data

Di dalam pendlitian, data memiliki kedudukan
yang paling tinggi, karena selain merupakan
penggambaran variabel yang akan diteliti, data
juga berfungsi sebagai alat pembuktian hipote-
sis. Oleh karena itu benar tidaknya data sangat
menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian.
Adapun benar tidaknya data, tergantung kepada
baik tidaknya instrumen pengumpul data.
Istrumen yang baik harus memiliki dua per-
syaratan yaitu valid dan reliable atau andal.
(Suharsimi, 1998). Kedua persyaratan ini bisa
terwujud apabila butir pernyataan atau per-
tanyaan yang dikemukakan sgalan dengan
tujuan pengumpulan data tersebut.
(Friedenberg, 1995; 261). Skala numerik yang
digunakan untuk data adalah skala ordinal dan
rasio. (Cooper, 1996).

Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur
kesesuaian butir-butir pernyataan tiap indikator
tigp dimensi suatu konstruk dibandingkan
dengan keseluruhan dimensi suatu konstruk
yang diukur, apakah pola butir indikator tadi
sejaan dengan konstruk tersebut atau tidak. Uji
validitas semacam ini merupakan pengujian
struktur internal suatu konstruk. Sehingga uji

validitas yang digunakan adalah dengan factor
analysis. (Friedenberg, 1995; 252)

Uj R eliabilitas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah internal consistency method, yang hanya
timbul akibat penyajian yang berulang dapat
dihindari. Satu diantara prosedur dalam metode
ini dikenal dengan nama single trial adminis-
tration yang sangat populer adalah yang
menghasilkan estimasi reliabilitas Split-Half
(teknik belah dua).

Paradigma dan Model Penelitian

Paradigma peneltian untuk penelitian ini dapat

dilihat pada Gambar 1. Keterangan symbol

untuk gambar 1:

X1 1 Variabel Sikap Pengurus LAZ terhadap
Nilai Sosia Ekonomi Pemanfaatan Zakat

X, 1 Variabel Atraksi Pengurus LAZ terhadap
Pimpinan
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Y : Vaiabe Orientas Pengurus LAZ ter-
hadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Zakat

Z : Variabel Kebijakan Pendistribusian Zakat

Pimpinan LAZ

Hubungan diantara variable X; dengan X,

I, . Hubungan diantara variable X; dengan Z

I'v, . Hubungan diantara variable X, dengan Z

ry, : Hubungan diantaravariable Y dengan Z

Ixix2

fay - Hubungan diantara variable X; dengan Y
vy - Hubungan diantara variable X, dengan Y
oz
X I z
Mg Y Y s » 7
<2y /
rX Z
(]

Gambar 1: Paradigma Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah
sebagaimana tergambar di bawah, namun pada
penelitian ini hanya digunakan sebagal basis
untuk penelitian selanjutnya, dan tidak diguna-
kan untuk penelitian saat ini.

>z,
Z3=P31Z1+ P32 Lo+ €3, My = =N

K eterangan simbol:

Z; : Nila standar variabel (X,) sikap Kepala
Pendistribusian Zakat terhadap Nilai
Sosia Ekonomi

Z, : Nila standar variabel (X;) Atraksi Kepaa
Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan
LAZ

Zz : Nila dandar variabel (Y) Orientas
Pengurus LAZ Terhadap Nila Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Z, : Nila standar variabel (Z) Kebijakan
Pimpinan

ro-prz : Hubungan diantara variable X;

dengan X, dengan rumus:

ris . Hubungan diantaravariable X; dengan Z

r,4 : Hubungan diantaravariable X, dengan Z

rs : Hubungan diantaravariable Y dengan Z

piz : Koefisen jalur diantara variable X,
dengan Y

p2s : Koefisien jalur
dengan Y

e; : Variable eksogenus

diantara variable X,
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Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Analisisdata

Andisis datistik yang akan digunakan untuk
menguji hipotesis yang digukan dalam pene-
litian ini adalah Koefisen Korelas Pearson
Product Moment yang menguji hubungan di-
antara variable X, dan X, ke Y, dan korelas
antar variabel (Kerlinger, 1973). Alasan
digunakannya anadlisis statistik ini adalah karena
yang dikgi adalah mengenai hubungan
sehingga diperlukan analisis koefisien korelas.
Sedangkan karakter angka yang didapatkan
berjenis interval, sehingga yang bisa digunakan
adalah analisis koefisien korelasi Pearson.

Statistik yang akan digunakan untuk
menguji hipotesis yang diajukan dalam peneli-
tian ini adalah datistik nonparametrik yang
mensyaratkan skala pengukuran minimal adalah
interval. Oleh karena itu, sebelum dilakukan
analisis data, data yang diperoleh dalam skala
ordinal akan dinaikkan terlebih dahulu kedalam
skala interval. Untuk menaikkan pengukuran
skala ini digunakan Method of Succesive Inter-
val (Harun Al Rasyid, 1994:131).

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hipotesis di  atas

digunakan alat uji sebagai berikut:

1. AndlisisKorelas, untuk menentukan besar-
nya hubungan diantara variabd, yang
dicerminkan melalui  koefisien korelas
Pearson Product Moment (r). Rumusnya

adalah (Friedenberg, 1995)
> XY - (X))
W x? =X Finzy? - (v

2. Uji Signifikansi atas koefisien korelas (r),
untuk menentukan signifikansi hubungan
diantara seluruh variabel, baik dependent
maupun independent dengan Uji t. Rumus
yang digunakan adalah sebagai berikut
(Suharsimi, 1998):

r =

rvn—-2

V1-r?
Keterangan:

r: Koefisien Korelasi Pearson
n: Jumlah Sampel

t=

Apabila thiwng>twne, berarti seluruh item
pernyataan adalah reliabel.
3. Uji hipotesis menurut statistika, berupa:

HO; : ray =0
HA; : ray#0
H02 v 0
HAS : ryaz# 0
HOz : hae=0
HA3; : e #0
HO4 LIy = 0
HA; oy #0
HOs : rpz=0
HAs : ez #0
HOs : ryvz=0
HAs : ryvz#0
PEMBAHASAN

Hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ ter-
hadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Zakat

Dari hasil penghitungan nilai variabel, secara
kesdluruhan didapatkan nila korelas seperti
disgikan di tabel 2. Nila korelas Pearson
Product Moment untuk hubungan diantara dua
variabel di atas adalah sebesar 0,89 dengan
signifikans (t-riwung) SEbesar 3,444 untuk tingkat
signifikans 5 %, dan sesuai dengan hipotesis
awa yang digjukan, berarti menolak Ho dan
menerima Ha yaitu bahwa diantara Skap
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosid Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dengan Orientas Pengurus
LAZ terhadap Nilai Sosiad Ekonomi Peman-
fagtan Zakat terdapat hubungan yang tinggi
menurut  klasifikas  Guilford (Guilford, J.P.
1956:145). Koefisen determinasinya sebesar
0,67 (0,82%) atau sekitar 70 %.

Interpretas  atas hasil tersebut bisa
dijelaskan sebagai berikut. Aspek sikap sebagai
suatu bagian dari suatu kecenderungan ber-
perilaku seseorang yaitu orientas, ternyata bisa
diukur dan dikgi secara terpisah. Orientas
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat berhubungan dengan sikap-
nya. Sekitar 70% faktor orientasi ini ditentukan
oleh sikapnya, atau persentase pengalokasian
dana zakat ditentukan oleh pandangan-pan-
dangan jangka panjang kepala pendistribusian
terhadap nilai sosial ekonomi dari zakat.

Tabd 2: AnalisisKorelas antar Variabel
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. . Koefisien L . : Koefisien
Korelas diantara Variabel Kordlasi (r) thit th-250% Signifikansi Tafsiran Determinas (rz)

Sikap dengan Atraksi 0,819653 2,478235 2,353 signifikan Tinggi 0,671832
Sikap dengan Orientasi 0,893366 3,443702 2,353 signifikan Tinggi 0,798103
Sikap dengan K ebijakan 0,094377 16,26403 2,353  signifikan Ts'er“(%lgi' 0,988786
Atraksi dengan Orientasi 0,523095 1,063069 2,353 tidak signifikan  Sedang 0,273628
Atraksi dengan Kebijakan 0,815915 2,444266 2,353 signifikan Tinggi 0,665717
Orientasi dengan K ebijakan 0,90935 3,785874 2,353  signifikan ngiﬂgi' 0,826918

Dengan melihat kepada indikator-indi-
kator diantara kedua variabel didapatkan suatu
perilaku umum yaitu pandangan untuk mendis-
tribuskan dana zakat untuk korban bencana
alam, beasiswa pelgar, memberikan pelatihan,
kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman
gordhul hasan atau modal bergulir yang ber-
bentuk permanen, artinya hanya diberikan
kepada satu lembaga atau orang untuk jangka
waktu lama.

Apabila ditinjau dari jenis kegiatan
pendistribusian akan nampak bahwa yang
dijadikan pegangan atau perilaku tetapnya untuk
menarik simpati muzakki melalui penonjolan
akuntabilitas pendistribusan zakat di bidang-
bidang yang populer di mata masyatakat. Ini bisa
dibuktikan dari lebih intensf dan fokusnya
penyebaran informasi program pendistribusian
zakat yang menggambarkan kegiatan-kegiatan
tadi di buletin-buletinnya. Tapi pengalokasian-
nya atau perilaku yang muncul terarah kepada
pemberian dana zakat yang besar kepada
golongan fakir miskin (48,28%). Ini bisa dikata-
kan tidak bertentangan dengan ruh atau spirit
nila sosa ekonomi zakat yang secara teoritis
bisa digambarkan dalam pandangan Ekonomi
Isdam, yang persamaan ekonominya adaah
seperti terlihat di bawah ini:

PG = S+ Y

= PG’ adalah budget constraint untuk indi-
vidu muzakki.

» S adalah jumlah zakat yang harus dibayar-
kan.

= Y? adalah pendapatan individu muzakki.

Zakat (S°), bila melihat kepada per-
samaan di atas, bisa mengimplikasikan bahwa
kebutuhan mustahig merupakan kebutuhan
yang harus dioptimalkan. Apaagi bila pen-
dapatan individu mustahig sangat kecil, se-
hingga zakat (S) sangat diperlukan oleh musta-

hig untuk kehidupannya, terutama kebutuhan
pokoknya.

Zakat, dalam aspek makroekonomi ini
menurut Anang Arif Susanto (2002) bisa
diusulkan sebagai suatu kebijakan alternatif anti
kesenjangan dan kemiskinan. Ha ini bisa
digambarkan melalui persamaan matematis di
bawah:

S=H[(I-Z2) + (1-] + Z) Gini]

S adalah indeks kemiskinan Sen.

H, adalah poverty headcount ratio.

| adalah income-gap ratio.

Gini adalah koefisien Gini yang mengukur
ketimpangan antara orang miskin.

» Z adalah zakat.

Pendapat-pendapat di atas sesuai dengan
apa yang dikemukakan oleh Monzer Kahf
(Kahf, 2001):

“The fact that main objective of zakah is
the achievement of socioeconomic justice
is not disputed. Zakah is smply a
transfer of a certain portion of mal from
the have to the have not” .

Adapun menurut Mannan (dalam Anang
Arif Susuanto, 2002):
“ Zakah collection in a propen systemis
economically could eliminate level of
income disparities and also create wealth
redistribution”

Perwujudan selanjutnya dari  Sikap
Pegurus LAZ terhadap Nila Sosia Ekonomi
Pemanfaatan Zakat adalah pengalokasian dana
zakat yang diarahkan untuk golongan fisabilil-
lah (18,36%), dan dana amil sendiri yaitu
11,07%. Alokasi yang cukup besar untuk amil
bisa dimaklumi dengan sifat LAZ yang inde-
penden, dan harus mandiri. Persentase alokas
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itu sendiri menurut para ahli hukum Islam
dibenarkan karena tidak melebihi pors 12,5 %.

Hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Zakat dengan K ebijakan Pimpinan

Dari hasil pengujian korelasi diantara variabel
Sikap Pengurus LAZ terhadap Nila Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan
Pimpinan didapatkan suatu nilai korelas
sebesar 0,99 artinya sangat tinggi, dengan
tingkat signifikans sebesar (t-nitung) 3,786 (1-
tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %, dan kon-
tribusinya sebesar 0,99. Ini berarti HO ditolak
dan Haditerima.

Hasil ini bisa ditafsirkan sebagai berikut.
Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosia
Ekonomi Pemanfaatan Zakat berhubungan
dengan Kebijakan Pimpinan dengan sangat
besar ddam arah yang sgaan. Hasil tersebut
bisa dianalisis melalui hubungan diantara
dimensi-dimens dan indikator-indikator kedua
variabel yaitu sebagai berikut.

Apabila menyangkut kebijakan tentang
ruang lingkup penyaluran (rasio 42% atau 36 %
setedlah penyesuaian), maka sikap kepala
pendistribusian adalah sgaan yaitu sarana
pemerataan pendapatan yang berkeadilan sosia
juga besar dengan koefisien korelasi atas tota
nila  variabel sebesar 98,53%, dan rasio
dimens terhadap total sebesar 43%. Jadi siapa
sgja yang memerlukan dana zakat asal bisa
menjadikan suatu pemerataan  pendapatan
menskipun di luar kota Bandung dipersilahkan
dan sifat penyalurannya adalah permanen atau
terus menerus kepada satu orang atau satu
kelompok (rata-rata nilai 4,2 dari skala 1-7).
Hal ini sgalan dengan nilai kebijakan sebesar
3,4 dari skala 1-7 dengan kecenderungan ke
arah permanen.

Sikap selanjutnya, apabila menyangkut
kebijakan tentang penerima zakat atau mustahiq
(rasio dimensi dari total 30 % atau 32 %), maka
kepala pendistribusian adalah sgalan yaitu
sarana mengangkat dergjat fakir miskin dengan
koefisien korelasi atas total nilai variabel se-
besar 97,08%, dan rasio dimensi terhadap total
sebesar 41%. Jadi mustahiq yang memerlukan
dana zakat harus dari golongan fakir miskin
dulu.

Sikap terakhir, apabila menyangkut
waktu, bentuk, dan sifat penyaluran (rasio
dimensi dari total 28 % atau 30%), maka kepala
pendistribusian adalah sgjalan yaitu memecah-
kan masalah para gharimin, ibnusabil, dan
mustahiq lainnya dengan koefisien korelasi atas
total nilai variabel sebesar 96,15%, dan rasio
dimensi terhadap total sebesar 40,79%. Jadi
mustahig yang memerlukan dana zakat kalau
golongan fakir miskin sudah terpenuhi maka
dana zakat disalurkan sesuai waktunya yaitu
gharimin apabila ada yang termasuk kelas
tersebut, juga ibnussabil, dan sebagainya, dan
tergantung sifat penyalurannya, bisa berbentuk
produktif —atau konsumtif. Sikap lebih
cenderung kepada pendistribusian  yang
seimbang diantara bentuk produktif dan
konsumtif (ratarata nila 4), sedangkan
kebijakan lebih kepada yang berbentuk pro-
duktif (rata-ratanilai item 4,6)

Kenyataan di atas menimbulkan suatu
kesimpulan bahwa menurut moralitas yang ter-
kandung dalam nilai sosia ekonomi Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat di kota Bandung, sebagai
suatu komitmen untuk mendistribusikan zakat
secara efektif menurut situasi yang ada bisa
dievaluass sebagai bisa dikatakan sebagai
akuntabel terhadap Kebijakan Pimpinan. Kese-
larasannya bisa dilihat dari urutan nilai yang
diraih oleh kelima LAZ yang diteliti untuk tiap
variabel.

Tabel 3: Perbandingan Urutan/Ranking K epentingan Responden dalam Variabel Orientasi Pengu-
rus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Variabel Kebijakan Pimpinan.

Responden 1 2 3 4 5
RZI LWZ DDB PKPU DDDT

Kehijakan Pendistribusian Zakat LAZ 3 1 4 2 5

Sikap Kepala Pendistribusian Zakat terhadap 4 1 3 2 5

Nilai Sosial Ekonomi
Selisih -1 0 1 0 0
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Hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Zakat dengan Atraks Kepala Pendistri-
busian Zakat terhadap Pimpinan LAZ

Dari hasil pengujian korelas diantara variabel
Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosid
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Atraksi
Kepala Pendistribusian Zakat terhadap
Pimpinan LAZ didapatkan suatu nilai korelas
sebesar 0,8197 dengan signifikansi sebesar 2,78
(1-tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %. Nilai
korelas ini berada dalam interva antara 0,700-
0,900 sehingga berdasarkan klasifikasi Guilford
(Guilford, J.P,1956) dikategorikan sebagai
tinggi. Dengan demikian hipotesis nol ditolak
dan hipotesis dternatif diterima.

Sikap sebagal suatu kecenderungan ber-
pandangan atas suatu objek ternyata memang
berhubungan dengan Kketertarikan seseorang
atas subjek lain yang berpandangan sama, se-
bagaimana teori yang dikemukakan oleh New-
comb (Newcomb, 1978). Dengan adanya
ketertarikan, maka penilaian seseorang bisa
dipengaruhi oleh penilaian orang lain, atau bisa
juga dikatakan tergantung kepada penilaian
orang lain. Dalam kasus di penelitian ini, Sikap
Kepala Pendsitribusian Zakat terhadap Nilai
Sosid Ekonomi berhubungan dengan keter-
tarikannya sebagai bawahan atas pandangan
pimpinan LAZ.

Dengan melihat kepada hasil pengujian
sebelumnya, terutama dalam ha hubungan
diantara Sikap Pengurus LAZ terhadap Nilai
Sosid Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan
Kehijakan Pimpinan yang bernilai positif atau
sgjdan, maka dapat disimpulkan bahwa
kesamaan pandangan terjadi dalam hal objek-
objek pendistribusian dana zakat, baik bobot
besarnya nilai aokasi dana zakat maupun
subjek penerima zakatnya.

Arti dari uraian di atas adalah bahwa
jenis-jenis kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh
dana zakat berdasarkan urutan dari kebutuhan
pokok, seperti sandang pangan dan beasiswa
rakyat miskin, sampai kebutuhan pengem-
bangan seperti penyaluran modal bergulir dan
pel atihan tenaga kerja seluruhnya sesuai dengan
pandangan pimpinan.

Proporsi kesamaan pandangan cenderung
kepada nilai 4,8 dari skala 1-7 menunjukkan
bahwa banyak pandangan yang sama. Bukti
yang mendukung pernyataan ini adalah bahwa
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reward dan apresias positif yang diterima
kepala fungsi pendistribusian hampir semuanya
bernilai antara 6 dan 7, sehingga bisa
dismpulkan memberikan kesan yang bagus dan
tidak mengganggu kepala fungs pendistri-
busian zakat. Namun karena nila untuk
jawaban kesamaan propors sikap hanya
setengahnya, maka membuat nilai variabel
atraksi secara keseluruhan tidak besar sehingga
sikap dan atraks hanya berhubungan dengan
nila koefisen korelas sebesar 0,8179 atau
dikatakan tinggi, dan tidak tinggi sekali.

Akuntabilitas kepala pendistribusian
zakat, dengan demikian, memang berhubungan
dengan pola interaksinya dengan pimpinan
LAZ, dan hal ini sesuai dengan apa yang telah
dihipotesiskan di awal, dan mendukung temuan
yang dilaporkan oleh lwan Triyuwono (lwan
Triyuwono dan Roekhudin, 2001).

Hubungan diantara Atraks Kepala Pendis-
tribusan Zakat terhadap Pimpinan LAZ
dengan Orientas Pengurus LAZ terhadap
Nilai Sosal Ekonomi Pemanfaatan Zakat

Dari hasil pengujian korelasi diantara variabel
Atraksi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap
Pimpinan LAZ dengan Orientasi Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosia Ekonomi Pemanfaatan
Zakat didapatkan suatu nilai korelas sebesar
0,523 dengan signifikans sebesar 1,063 (1-
tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %. Menurut
Guilford (Guilford,J.P;1956) korelas sebesar
itu dinyatakan sebagai sedang. Determinas
variabel atraksi kepada variabel orientasi hanya
sebesar (0,523) atau sebesar 0,274 atau 27,4 %.
Namun hipotesis nol ditolak dan hipotesis alter-
natif diterima meskipun tidak terlalu signifikan.

Perilaku kepala fungs pendistribusian
zakat berupa adokas jumlah dana dan jumlah
mustahig untuk klasifikasi mustahig-mustahiq
tertentu, sekitar 27,4 % ditentukan oleh
atraksinya kepada pimpinan LAZ.

Posiss pimpinan sebagai pihak yang
menerima akuntabilitas kepala fungsi pendistri-
busian zakat sangat menentukan arah perilaku
pengalokasian zakat kepala fungsi pendistri-
busian zakat suatu LAZ. Hal ini terbukti dari
tigaitem pertanyaan yang digukan menyangkut
reward dan apresias positif pimpinan yang
nilainya besar yaitu antara 6-7. Jadi atraksinya
cukup besar, hanya sgja peran sikap individu
kepala fungsi pendistribusian terhadap nilai
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sosial ekonomi tidak bergerak dalam arah yang
sama, sehingga mempengaruhi ketertarikannya
dari segi kesamaan pandangan. Pergerakan
diantara keduanya vyang tidak parale
menyebabkan skor korelasi atraksi dengan
orientasi menjadi kecil.

Jadi, dapat disimpulkan  bahwa
ketertarikan individual kurang begitu ber-
pengaruh bagi bawahan dalam menentukan arah
atau orientas perilaku suatu organisasi. Suka
atau tidak suka kepala fungsi pendistribusian
harus menerima semua kebijakan pimpinan,
dan dia hanya bisa memberikan kontribusi yang
sangat kecil kepada orientas terhadap nila
sosial ekonomi dari kegiatan pendistribusian
zakat suatu LAZ. Orientasi terhadap nilai sosia
ekonominya, dengan demikian, juga adalah
orientasi pimpinan LAZ terhadap nilai sosia
ekonomi. Namun akuntabilitas semacam ini
juga bagus, asalkan pimpinan LAZ sendiri
berperilaku dalam mis yang sama, namun
dalam terkanan dan arah berbeda yaitu kepada
dewan penasihat dan muzakki.

Hubungan diantara Atraks Kepala
Pendistribusian Zakat terhadap Pimpinan
LAZ dengan Kebijakan Pimpinan

Dari hasil pengujian korelas diantara variabel
atraks Kepala Pendistribusian Zakat terhadap
Pimpinan LAZ dengan Kebijakan Pimpinan
didapatkan suatu nilai korelasi sebesar 0,816
dengan signifikansi (t-nwng) Sebesar 2,444(1-
tailed) untuk tingkat signifikansi 5 %.

Dengan nilai korelas seperti tersebut di
atas maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis
dternatif diterima dengan kategori korelas
tinggi (Guilford, J.P; 1956). Kenyataan ini
mengandung arti bahwa atraksi sosia ekonomi
kepala pendistribusian zakat terhadap pimpinan
LAZ memang dipengaruhi oleh pandangan-
pandangan yang dimiliki pimpinan dalam ha
kebijakan pendistribusian zakat.

Apabila melihat kembali kepada pen-
jelasan tentang hubungan diantara Sikap Pe-
ngurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dengan K ebijakan Pimpinan
yang berhubungan secara berbanding lurus,
maka bisa diketahui bahwa secara garis besar
tujuan tujuan pendistribusian zakat sama, dan
ini sebagian kecil akibat adanya suatu atraksi
diantara para pengelola, khususnya pimpinan
LAZ dengan kepalafungs pendistribusian zakat.

Hal tersebut bisa dibuktikan dengan skor
untuk item pertanyaan “bagaimana kecen-
derungan apresias  positif yang diberikan
pimpinan atas unjuk kerja pendistribusian zakat
selama ini?’ adalah tinggi dengan ratarata
seluruh jawaban 6,4 dari skalamaksimal 7 untuk
kecenderungan “berarti”. Demikian pula untuk
skor item pertanyaan “bagaimana pandangan
anda atas koreks yang diberikan pimpinan atas
kinerja pendistribusian zakat”? yang rata-rata
bernilai 6,4 untuk kecenderungan “ positif”.

Kedua jawaban di atas mengandung arti
bahwa ketertarikan kepala fungsi pendistri-
busian zakat sangat dipengaruhi oleh perilaku
pimpinan dalam menilai kinerjanya. Keter-
tarikan ini akan bertahan lama dan tetap, atau
cenderung tidak berubah dalam waktu lama,
sehingga tanpa disadari  mempengaruhi
pandangan-pandangannya secara umum atas
pendistribusian zakat, meskipun secara kognitif
ide-ide untuk pendistribusian zakat yang
dimiliki dalam sikapnya tidak bergerak dalam
arah yang sama dengan pimpinan.

Hubungan diantara Orientas Pengurus

LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan
Pimpinan LAZ

Dari hasil pengujian korelas diantara Variabel
Orientas Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosia
Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan Kebijakan
Pimpinan didapatkan suatu nilai korelas
sebesar 0,821 dengan signifikansi sebesar 0,909
dengan signifikansi sebesar 3,786 (1-tailed)
untuk tingkat signifikans 5 %, dan nila
koefisien determinasi (r’) sebesar 0,827 atau
82,7 %. Dengan demikian hipotesis nol ditolak
dan hipotesis alternatif diterima.

Apabila hasil tadi dibandingkan dengan
hasil-hasil untuk pengujian hipotesis-hipotesis
sebelumnya, bisa dismpulkan bahwa kecen-
derungan pendistribusian zakat yang dilakukan
oleh kepala pendistribusian zakat nampaknya
banyak ditentukan oleh kebijakan pendistri-
busian zakat pimpinan yaitu sekitar 82,7 %, dan
sisanyayaitu 17,3% oleh hal-hal lain.

Secara lebih rinci, hubungan diantara
Variabel Orientass Pengurus LAZ terhadap
Nilai Sosal Ekonomi Pemanfaatan Zakat
dengan variabel Kebijakan Pimpinan bisa
dilihat di tabel 4.
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Tabel 4: Perbandingan Urutan Skor Orientas Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosia Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dengan Skor dengan Skor Dimensi 2 K ebijakan Pimpinan.

K ebijakan Pimpinan

Waktu, Bentuk, Ruang

dan Lingkup DPeneg;nkZI
Sifat Penyaluran Penyaluran T?S —5

(3,85) =1 (4.56)=3 (4,15)=

Fakir Miskin (48,28%) =7 7-1 7-3 7-2

Orientas Muallaf (_7,43%) =3 3-1 3-3 3-2
Kepala Pendistribusian Ibnu_Sa_b|I (5,41%) =2 2-1 2-3 2-2
Zakat terhadap Nilai G_hor|m|n(9,07%):4 4-1 4-3 4-2
Sosial EKonomi Rigob (0,80%) = 1 1-1 1-3 1-2
Fisabilillah (18,47%) = 6 6-1 6-3 6-2

Amil (11,14%) =5 5-1 5-3 5-2

Skor ratarata terbesar (4,56) ternyata
dimiliki oleh dimensi ruang lingkup penyalur-
an. Dimensi ini terdiri atas indikator-indikator
pemisahan fungsi yang jelas, yaitu yang meng-
urus masalah pendistribusian zakat hanya
kepala fungs pendistribusian; penyaluran lokal
atau nasional; program  pendistribusian
disesuaikan dengan kondis atau mutlak;
penyaluran disesuaikan dengan dana yang ada
atau tidak; penyaluran disesuaikan dengan
sumber daya manusia yang ada di LAZ atau
tidak.

Pemisahan fungsi pendistribusian yang
jelas menyebabkan pendistribusian zakat di
LAZ sepenuhnya menjadi tanggung jawab
kepala pendistribusian zakat. Kepala pendistri-
busian zakat ternyata memiliki orientasi ter-
hadap nilai sosial ekonomi yang sesuai dengan
kaidah memenuhi kebutuhan pokok terlebih
dahulu, baru kemudian yang bersifat insidentil.
Alokasi dana yang besar untuk kelompok
mustahiq permanen yaitu fakir miskin dan amil
memberikan bukti atas akuntabilitas moral
tersebut yaitu menerima proporsi sebesar 48,28
%.

Untuk item-item skor ruang lingkup
penyaluran yaitu kontinum aspek lokal sampai
nasional, ternyata secara individual, rata-rata
responden memiliki skor dengan 4,2 dari
panjang skala 7 (urutan tengah nilai 4). Ini ber-
arti bahwa Orientasi Pengurus LAZ terhadap
Nila Sosal Ekonomi Pemanfaatan Zakat
cenderung ke luar kota sedikit. Jadi penyaluran
zakat memang masih memenuhi aspek akun-
tabilitas moral untuk mustahiq yang benar-
benar membutuhkan di dalam wilayah kerjanya.

Aspek selanjutnya dari  kebijakan
pendistribusian, yaitu menyangkut, sumber
daya yang ada (skor rata-rata 5,2), sumber dana
(skor ratarata 5,2), dan fleksibilitas program
(skor ratarrata 2,8), nampaknya sesuai dengan
konsep yang ada bahwa LAZ harus mendistri-
busikan zakat untuk memenuhi kebutuhan
mustahiq, dari mulai mustahiq permanen (fakir
miskin dan amil) dengan kebutuhan primernya
sampai  kebutuhan kenyamanan teknis, dan
pemeliharaan  untuk  mustahiq temporer
(fisabilillah, muallaf, ghorimin, rigob, dst.)
secara kontinyu sehingga diharapkan mustahiq
nantinya justru menjadi muzakki. (Mursyidi,
2000). Hal ini terlihat dari fleksibilitas program
yang rendah. Jadi Orientasi Pengurus LAZ ter-
hadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
ternyata sesuai dengan konsep akuntabilitas
“dalam jenjang kebutuhan”, dan sesuai dengan
Kebijakan Pimpinan.

Skor rata-rata terbesar kedua yaitu untuk
dimensi penerima dana zakat, secara individual,
hubungannya dengan Orientas Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosia Ekonomi Pemanfaatan
Zakat bisa dilihat pada tabel 5. Rata-rata ter-
besar didapatkan untuk amil bebas menyalurkan
dana (skor 4,8) untuk aokasi fakir miskin
(48,28%). LAZ dalam hal ini kepala pendistri-
busian zakat ternyata lebih bebas menyalurkan
dana zakatnya. Principal atau muzakki, dengan
demikian, akan sangat menggantungkan keper-
cayaannya kepada informasi dari amil atau
LAZ. Buletin atau informas tertulis maupun
tidak tertulis melalui media visual, audio visual,
maupun audio sgja sangat diperlukan oleh suatu
LAZ dalam memberikan informasi yang trans-
paran mengenai keamanahan LAZ tersebut.



Hubungan Orientasi Pengurus LAZ ... (Dudi Abdul Hadi dan Yane Devi Anna) 55

Tabel 5: Perbandingan Urutan Skor Orientas Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosia Ekonomi
Pemanfaatan Zakat dengan Skor Dimensi 3 K ebijakan Pimpinan.

K ebijakan Pimpinan
(Skor Penerima Dana Zakat)

) Proporsi Amil Bebas
Mustahiq g/larl:f;aa?g DanaAntar  Menyalurk
Permanen- Berganti- Mustahiq an-Terikat
Temporer ot Berbeda- Amanat
(3,4) =1 (3 82 Sama Muzakki
' (4,6)=3 (4,8)=4
Orientas Fakir Miskin (48,28%) =7 7-1 7-2 7-3 7-4
Kepaa Muallaf (_7,43%) =3 3-1 3-2 3-3 3-4
Pendistribusian IbnuSapH (5,41%) =2 2-1 2-2 2-3 2-4
Zakat terhadap Ghor|m|n(9,07%)=4 4-1 4-2 4-3 4-4
Nilai Sosial R|qop_(0,80%)=1 1-1 1-2 1-3 1-4
Ekonomi Fisabilillah (18,47%) = 6 6-1 6-2 6-3 6-4
Amil (11,14%) =5 5-1 5-2 5-3 5-4

Urutan pada tabel di atas bisa diuraikan
sebagai  berikut. Sesuai dengan  konsep
“memberi kehidupan” secara kontinyu yang
dibantu adalah mustahiq permanen (skor 3,4),
dan mustahiq bersifat tetap sampai dia mampu
(skor 3,8), dana yang disalurkan sesua
kebutuhan atau berbeda-beda proporsinya
tergantung perkembangan dan  kebutuhan
mustahiq (skor 3,8) dan pemilihan mustahiq
bebas atau betul-betul ditentukan oleh amil
(skor 4,8), agar nantinya bisa “memberi
penghidupan” (Qordlowi, 1999) dan menjadi
muzakki (Mursyidi, 2000).

Jadi  kebijakan untuk penerima dana
zakat sesuai dengan konsep moral akuntabilitas
dan konsep institusi zakat yang diusulkan pada
ulama dan cendekiawan, demikian pula dengan
Orientas Pengurus LAZ terhadap Nila Sosia
Ekonomi Pemanfaatan Zakat. Bukti atas hal ini
adalah kebebasan amil yang sesuai dengan
hukum Islam.

Skor ratarata terkecil (3,85) untuk
dimensi waktu, bentuk, dan sifat penyaluran,
indikator-indikatornya meliputi:

1. Pendistribusian habis dalam satu tahun,
2. Sifat penyaluran situasional,

3. Sifat penyaluran gordiul hasan, dan

4. Bentuk kebutuhan produktif.

Dari keempat indikator di atas, semuanya
cenderung kepada hal sebaliknya atau skor rata-
rala (3,8) di bawah nila angka 4 vyaitu
pendistribusian bisa lebih dari satu tahun, dan
sifat penyaluran baku atau sesuai program,
disalurkan secara hibah, dan bentuk kebutuhan-
nya adalah konsumtif. Secara keseluruhan, skor
ini tidak sesuai dengan konsep akuntabilitas

memberi penghidupan, namun sesuai dengan
dan lebih condong kepada konsep akuntabilitas
memberi kehidupan. Bukti atas ha ini adalah
kelompok mustahiq permanen (fakir miskin,
muallaf, dan amil) menerima alokas dana
paling besar yaitu sebesar 48,28 %. Berarti
Orientas Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosia
Ekonomi Pemanfaatan Zakat sudah sesuai
dengan konsep akuntabilitas moral dan
kebijakan pendistribusian zakat pimpinan LAZ
yaitu lebih banyak bersifat hibah dan
konsumtif, dan harus segera dihabiskan dalam
satu tahun.

Penjelasan yang mungkin atas kondisi di
atas adalah karena program sudah ditetapkan
baku, yang terjadi dalam rangka memenuhi
aspek pencapaian program pimpinan dengan
dewan penasihat, dan dalam rangka menjaga
kelangsungan hidup LAZ atau perputaran arus
kasnya, dana zakat harus segera disalurkan,
sehingga rentang ruang lingkup pendistribusian
akan meluas ke sisi regiona atau nasiona. Ber-
dasarkan skor individua rentang penyaluran di
dimensi ruang lingkup penyaluran, lokasinya
kebanyakan diputuskan untuk ke luar kota atau
regional dan nasional.

Dengan melihat kepada uraian-uraian di
atas, bisa dismpulkan bahwa Orientas
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosial Ekonomi
Pemanfaatan Zakat sudah baik dan memenuhi
aspek akuntabilitas moral kepada Allah SWT.,
muzakki dan dewan penasihat, dan juga
memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada
K ebijakan Pimpinan.

Sikap dan atraksi sebagai suatu bagian
dari orientas perilaku yang terjadi di dalam
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diri, dengan demikian, bisa memberikan
sumbangan kepada pola pendistribusian zakat
suatu LAZ. Pola perilaku tersebut pada
akhirnya akan menentukan sistem akuntans,
dan sistem informasi akuntansi yang dibutuh-
kan oleh LAZ yang bisa membawa LAZ ke
arah visi dan misi sosia ekonomi yang melakat
dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat
Siegel (1989) dalam bukunya “Behavioral
Accounting”, bahwa perilaku manusia bisa
menyebabkan perubahan dalam rancangan,
konstruksi, dan penggunaan sistem akuntans.

Apabila aspek ini dievaluas untuk
menilai akuntabilitas terhadap pendistribusian
zakat yang efektif berdasarkan tingkat
kebutuhan dan prioritas lokal kewilayahan serta
bentuk  penyaluran, nampaknya hanya
berkontribusi sedikit.

Sebagai suatu bagian yang langsung
berinteraksi dengan mustahiq, fungsi pendistri-
busian zakat telah memberikan informasi yang
besar dan kontribus yang besar dalam peng-
aokasian pendistribusian zakat. Namun untuk
sis pemberian input informasi mustahiq dan
jumlah dana yang disalurkan kemungkinan
lebih banyak ditekankan kepada fungsi pe-
masaran atau pengumpulan dana. Ini bisa
dipahami sebagai suatu upaya untuk lebih ter-
fokus kepada aspek menarik perhatian muzakki
dalam rangka pengumpulan dana zakat mereka
untuk menjaga kelangsungan hidup LAZ. Jadi
tindakan tersebut secara teknis sesuai dengan
postulat akuntans atas going concern, dan
kegiatan pendistribusian zakat dari mulai
perencanaan sampai  kepada pelaksanaan
nampaknya cenderung kepada pendekatan top
down. Bukti atas hal ini adalah jawaban atas
item pertanyaan kontrol “apakah dengan
kebijakan yang dilakukan pimpinan ada
kenaikan dalam dana dan jumlah muzakki”,
hampir semuanya meletakkan pendapatnya pada
titik 6 dan 7, atau rata-rata sekitar 6,5 pada skala
1 sampai 7.

Jalur penurunnya kemungkinan adalah
sebagal berikut. Ketentuan syari’ah (hukum
Islam) diawas oleh dewan penasihat, pimpinan
menerima masukan program yang bisa menarik
dana zakat dan melalui pertimbangan interna
yang ada kemudian baru pimpinan memberikan
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batasan-batasan kepada kepala fungsi pendistri-
busian.

Pendekatan tersebut telah sesuai dengan
konsep agency theory yang menyatakan bahwa
principal, yaitu muzakki, yang diwakili
kepentingannya secara hukum Islam oleh
dewan penasihat, menjadi muara akuntabilitas
amil, yaitu pimpinan LAZ. Akuntabilitas akhir
kepada Allah SWT. atau etika ihsan diserahkan
kepada komitmen mora individu pimpinan
LAZ. Aspek akuntabilitas dalam hal ini bagus,
namun secara lahiriah sifatnya kurang efektif.

Akuntabilitas pribadi tentunya tidak bisa

diukur oleh orang lain. Ha tersebut telah
berlaku natural seperti itu. Namun apabila
aspek akuntabilitas akan diwujudkan dalam
suatu tingkah yang riil dan tersebar serta bisa
diukur, maka diperlukan suatu sistem atau
pendekatan lain yang bisa meningkatkan
akuntabilitas pimpinan LAZ melaui pene
laahan atas perilaku pimpinan dan interaksinya
dengan anggota manajemennya.
Dengan meninjau dari sudut pandang tujuan
umum zakat yaitu pendistribusian zakat efektif
dan efisen berupa penyaluran dana zakat
kepada mustahiq yang tepat dan yang sesuai
dengan peringkat kebutuhannya, dengan alokasi
dana yang tepat dan biaya pendistribusian yang
efisien, maka perencanaan pengalokasian dana
bisa menggunakan pendekatan partisipative
budgeting. Dalam rangka memenuhi tuntutan
pengalokasian dana kepada tujuan dan sasaran
yang tepat, maka pandangan pendistribusian
zakat kepala fungsi pendistribusian zakat yang
berinteraksi langsung dan terus menerus dengan
mustahig diberi porsi yang lebih besar untuk
bisa dipertimbangkan di dalam proses peng-
anggaran dan teredlisasi dalam anggaran
pendistribusian dana zakat. Dengan kata lain
orientasi sosial ekonomi kepala fungsi pen-
distribusian yang cenderung ke arah mustahiq
seharusnya bisa diakomodir dengan kebijakan
pendistribusian zakat yang berorientasi muzakki
agar bisa memperoleh suatu keseimbangan.

Secara garis besar hubungan diantara
Variabel Orientas Pengurus LAZ terhadap
Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat
dengan Kebijakan Pimpinan dan garis regres
linier-nya tercermin dalam diagram garis pada
Gambar 2.
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Gambar 2: Diagram garis hubungan diantara Variabel Orientasi Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat dengan K ebijakan Pimpinan
sertagaris regresi linier-nya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDAS

Hubungan diantara skap pengurus LAZ
terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan
zakat dengan orientas pengurus LAZ
terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan
zakat

Koefisien korelas Pearson sebesar 0,893 yang
tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis
nol ditolak dan akibatnya hipotesis aternatif
diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat
hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosiad Ekonomi Pemanfaatan
Zakat dengan Orientasi Pengurus LAZ terhadap
Nila Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat.
Hubungan yang terjadi, menurut klasfikas
Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk
tinggi. Lebih lanjut hal ini mengandung arti
bahwa akuntabilitas moral Orientasi Kepaa
Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosia
Ekonomi yang terefleksikan dalam bentuk
aokasi-alokas jumlah dana zakat untuk
mustahiq yang ada berhubungan dengan Sikap
Pengurus LAZ terhadap Nilai Sosia Ekonomi
Pemanfaatan Zakat.

Hubungan diantara sikap pengurus LAZ
terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan
zakat dengan kebijakan pimpinan

Koefisien korelas Pearson sebesar 0,994 yang
tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis
nol ditolak dan akibatnya hipotesis aternatif

diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat
hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosia Ekonomi Pemanfaatan
Zakat dengan Kebijakan Pimpinan. Hubungan
yang terjadi, menurut Kklasifikasi Guilford
(Guilford, J.P. 1956: 145) termasuk sangat
tinggi. Lebih lanjut hal ini mengandung arti
bahwa akuntabilitas moral sikap sosia ekonomi
kepala fungsi pendistribusian zakat yang
terefleksikan  dalam  bentuk  pandangan-
pandangan tentang alokasi dana zakat untuk
mustahig yang ada berbanding lurus dengan
K ebijakan Pimpinan.

Hubungan diantara skap pengurus LAZ
terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan
zakat dengan atraks pengurus LAZ terhadap
pimpinan

Koefisien korelas Pearson sebesar 0,820 yang
tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis
nol ditolak dan akibatnya hipotesis aternatif
diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat
hubungan diantara Sikap Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosia Ekonomi Pemanfaatan
Zakat dengan Atraksi Pengurus LAZ terhadap
Pimpinan. Hubungan yang terjadi, menurut
klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145)
termasuk tinggi. Lebih lanjut hal ini
mengandung arti bahwa akuntabilitas mora
Sikap Pengurus LAZ terhadap Nila Sosia
Ekonomi Pemanfaatan Zakat yang terefleksikan
dalam bentuk pandangan-pandangan tentang
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pengalokasian dana zakat untuk mustahiq yang
ada berhubungan dengan Atraksi atau keter-
tarikannya atas pandangan nilai sosial ekonomi
dalam Kebijakan Pimpinan.

Hubungan diantara atraksi pengurus LAZ
terhadap pimpinan dengan orientas pengurus
LAZ terhadap nilai sosial  ekonomi
pemanfaatan zakat

Koefisien korelas Pearson sebesar 0,523 yang
tidak sama dengan nol menyebabkan hipotesis
nol ditolak dan akibatnya hipotesis aternatif
diterima, yang mengandung arti bahwa terdapat
hubungan diantara Atraks Pengurus LAZ
terhadap Pimpinan dengan Orientas Pengurus
LAZ terhadap Nila Sosial Ekonomi Peman-
faatan Zakat. Hubungan yang terjadi, menurut
klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145)
termasuk  sedang. Lebih lanjut ha ini
mengandung arti bahwa akuntabilitas moral
orientass sosiad ekonomi  kepala fungs
pendistribusian zakat yang terefleksikan dalam
bentuk alokasi-alokasi jumlah dana zakat untuk
mustahiq yang ada berhubungan dengan atraks
atau ketertarikan terhadap nilai sosial ekonomi
dalam pendistribusian zakat pimpinan LAZ.
Hal ini dibuktikan pula dari hasil koefisien
korelas antara variabel Skap Pengurus LAZ
terhadap Nilai Sosiad Ekonomi Pemanfaatan
Zakat dan variabd Kebijakan Pimpinan yang
berbanding lurus yang mengandung arti bahwa
faktor kebijakan pimpinan juga dominan.

Hubungan diantara atraksi pengurus LAZ
terhadap pimpinan dengan  kebijakan
pimpinan

Koefisien korelas Pearson sebesar 0,816 yang
tidak sama dengan nol menolak hipotesis nol
yang digukan dan menerima hipotesis
dternatif, yang mengandung arti bahwa
terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus
LAZ terhadap Pimpinan dengan Kebijakan
Pimpinan. Hubungan yang terjadi, menurut
klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956; 145)
termasuk tinggi. Lebih lanjut  ha ini
mengandung arti bahwa akuntabilitas moral
Atraksi Pengurus LAZ terhadap Pimpinan yang
terefleksikan dalam bentuk perseps keter-
setujuan pimpinan atas objek-objek penyaluran
dana zakat untuk mustahiq yang ada ber-
hubungan dengan kebijakan pendistribusian
zakat pimpinan LAZ.
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Hubungan diantara orientas pengurus LAZ
terhadap nilai sosial ekonomi pemanfaatan
zakat dengan kebijakan pimpinan

Koefisien korelas Pearson sebesar 0,909 yang
tidak sama dengan nol menolak hipotesis nol
yang digukan dan menerima hipotesis
aternatif, yang mengandung arti bahwa
terdapat hubungan diantara Atraksi Pengurus
LAZ terhadap Pimpinan dengan Kebijakan
Pimpinan. Hubungan yang terjadi, menurut
klasifikasi Guilford (Guilford, J.P. 1956: 145)
termasuk sangat tinggi. Lebih lanjut hal ini
mengandung arti bahwa akuntabilitas mora
Orientas Kepala Pendistribusan Zakat yang
terefleksikan dalam bentuk pengal okasian dana-
dana zakat tujuan dan sasaran mustahiq
pendistribusian dana zakat yang ada sangat
berhubungan dengan Kehijakan Pimpinan, dan
Kebijakan Pimpinan ternyata mendominasi
keseluruhan perilaku amil yang mengelola
LAZ, sehingga Orientass Kepala Pendis
tribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi
adalah sebagai besar orientasi pimpinan dan
karena itu bermanifestas ke dalam orientas
LAZ.

REKOMENDASI

Kgjiian di penditian ini hanya membahas
tentang hubungan sgja dan lemah dalam tingkat
keyakinan atas validitas dan reliablitas satu
variabel. diharapkan di penelitian selanjutnya
bisa menguji mengenai besaran pengaruh yang
terjadi dan permasalahan keabsahan dan
keandalan data tadi bisa diperbaiki. Untuk
mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan
cakupan permasalahan yang lebih luas, kalau
bisa dalam ruang lingkup nasional, sehingga
populasi yang dikaji lebih luas, dan sampe
yang akan diambil juga akan semakin besar dan
diharapkan bisa mempertinggi validitas dan
reliabilitas kuesioner yang pada akhirnya bisa
memperkecil tingkat signifikansinya, serta
memperbesar tingkat keyakinan penditian dan
kesimpulan yang diambil. Metode analisis yang
akan digunakan bisa berbentuk path analysis
dengan model yang telah digjukan di penelitian
ini.

Kagian di pendlitian ini tidak me-
masukkan unsur-unsur kepribadian pengelola,
motivasi, atribusi, kinerja, konflik kepentingan
dan konsep-konsep perilaku lainnya. Di
penelitian  selanjutnya  diharapkan  bisa
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dimasukkan. Demikian pula untuk organisas
LAZ, diharapkan fungsi-fungsi lain bisa juga
dimasukkan sehingga penelitian menjadi lebih
mendetil.

Pengkgjian  mengenai  partisipative
budgeting daam mangemen keuangan
pengelola LAZ bisa lebih diperdalam dalam
rangka menguji tingkat akuntabilitas pengelola
LAZ daam mengakomodasikan kebutuhan-
kebutuhan riil di masyarakat, terutama besaran
aokas dana untuk tigp mustahiq bisa
dianggarkan dengan baik dalam hubungannya
dengan potensi zakat yang ada di wilayah kerja
suatu LAZ, dan respondennya adalah mustahig.

Pengelompokan mustahiq ke dalam tujuh
golongan yang ditetapkan Al Quran beum
dimasukkan dalam kajian ini, diharapkan di

DAFTAR PUSTAKA

penelitian selanjutnya pendliti bisa menetapkan
pendapat ulama siapa yang akan digunakan
sebagai standar pengelompokan mustahiq.
Karena di penelitian ini ada yang mengis
alokasi untuk rigob (memerdekakan budak)
sedangkan sebagian besar ulama menyatakan
pos atau akun ini sudah tidak ada.

Pengkajian mengenai internal control
system bisa dimasukkan dalam penelitian
selanjutnya, terutama aspek fisik bukti-bukti
laporan keuangan, prosedur pelaporan, dan
sebagainya, untuk lebih mempertggam pem-
bahasan dan pengambilan kesimpulan tentang
akuntabilitas pengelola LAZ dalam meng-
akomodasikan kebutuhan-kebutuhan riil
mustahiq di masyarakat.
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